BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan dari Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam penanggulangan
tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak adalah dengan
menggalang kerja sama dengan satuan bimbingan masyarakat kemudian
dari satuan bimbingan masyarakat bekerjasama dengan Lembaga Sosial
Masyarakat terkait dengan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah di
Kota Yogyakarta. Dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Yogyakarta tidak
melakukan upaya diversi dalam hal kejahatan kesusilaan yang dilakukan
oleh anak, akan tetapi tetap memprosesnya sesuai dengan aturan hukum dan
ketentuan dalam undang-undang yang terkait.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta
adalah kurang bukti dan saksi sebagai bukti dalam pengajuan perkara di
tingkat penyidikan, pelaksanaan restorative justice yang kurang optimal.

3. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam upaya pencegahan tindak
pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kota Yogyakarta adalah
mengoptimalisasikan fungsi Bimas baik ke sekolah-sekolah maupun

seminar-seminar.
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B. SARAN
1. Kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang
dilakukan oleh anak di Kota Yogyakarta hendaknya lebih
mengimplementasikan model restorative justice dan upaya diversi dalam
penaggulangan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kota
Yogyakarta
2. Hendaknya Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam upaya
penanggulangan kejahatan terutama kejahatan yang dilakukan oleh anak-
anak lebih dapat mencari alat-alat bukti pendukung yang lain selain saksi
agar setiap kasus kesusilaan dengan pelaku anak dapat diungkap dan
diselesaikan dengan baik.
3. Lewat optimalisasi Bimas tersebut, diharapkan dapat meningkatkan
kesadaran anak-anak dalam mengantisipasi kejahatan asusila yang sewaktu-

waktu bisa terjadi pada mereka.
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Rakyat Daerah.

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan,
Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Islimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *)

kepada :

Nama SUSANA NIF/NIM ;. 08920

Alamat JI. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Judul KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN
OLEH REMAJA DI KOTA YOGYAKARTA

Lokasi Kota Yogyakarta _

Waktu 3{tiga ) Bulan, Mulaitanggal 12 agustus s/d 12 November 2011

Dengan ketentuan :

af

i

Tembusan disampaikan kepada Yth.
i

Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembanganipengkajianistudi lapangan *)
dari Pemerintah Provinsi DIY kepada BupatiWalikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin
dimaksud,

Menyerahkan soffcopy hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Bire
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) dan menunjukkan cetakan asli yang
sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;

Jjin ini hanya dipergunakan untuk keperluan iimiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di
lokasi kegiatan;

ljin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan suratini kembali sebelum berakhir wakturya;

ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waklu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang
berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pam anpga 12 Agustus 2011
An. Sekretaris Daerah
Asisten Parekonomian dan Pembangunan
Ub. Kepala Bitp Administrasi Pembangunan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagal laporan); k
Wallkota Yogyakarta Cq Dinas Perizinan J

Kapalda Provinsi DIY ' NIP. : 19560403 198209 1 001
Ka Pengadilan Tinggi Yogyakarta ¢

. Ka. Dinas Sosial Provinsi DIY

. Yang Bersangkutan A
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SURAT KETERANGAN
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Nama : SUSANA
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Telah mengadakan riset / penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, di Lembaga Perlindungan
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Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 November 2011
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT KOTA YOGYAKARTA
Jin.Reksobayan No.1 Yogyakarta 55122

Nomor: Sket /B /2 o/ IX /2011 / RESKRIM

Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta,menerangkan bahwa :

Nama : SUSANA

No. Mahasiswa 1 04 0508920

Fakultas : Hukum, Universitas ATMA JAYA Yogyakarta
Program Studi ¢ Ilmu Hukum

Program khusus . Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Alamat . Jin,Mrican baru 28 Yogyakarta

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara
wawancara,maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna
memperoleh gelar Sarjana ( S-1 ).

Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

“ KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI KOTA YOGYKARTA”

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

akarta,2; September 2011




DATA STATISTIK KASUS YANG DITANGANI LPA DIY

TAHUN 2011 *)
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